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ABSTRAK 

 

Latar belakang penulisan disertasi ini yaitu dilandasi tidaknya adanya keseimbangan 

antara hak dan kewajiban dalam tugas kewenangan Notaris, khususnya kebijakan hukum 

dalam penegakan hukum pada ranah kenotariatan terjadi pergeseran alat bukti dari alat bukti 

otentik (surat) sengaja digeser oleh penegak hukum menjadi alat bukti kesaksian. Kebijakan 

hukum alat bukti otentik sebagai alat bukti mutlak terhadap penegak hukum, sudah jelas 

diatur dalam Pasal 164 HIR, 284 RGB dan 1866-1875 KHUPerdata, sekaligus mengenal 

adanya asas probatio plane (herarki dalam alat bukti hukum perdata), berbeda dalam hukum 

pidana yang mengenal asas vrije bewijs (pembuktian bebas), Pasal 1870 KUH Perdata yang 

menetapkan bahwa suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli warisnya 

atau orang-orang yang mendapat hak daripada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang 

apa yang dimuat di dalamnya. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Mengapa kebijakan hukum terhadap Notaris 

sebagai saksi dan alat bukti akta otentik yang dibuatnya belum berbasis nilai keadilan? 

Bagaimana hambatan perlindungan hukum terhadap Notaris dalam penerapan kebijakan 

hukum atas tugas kewenangan pembuatan akta otentik saat ini? Bagaimana konstruksi ideal 

kebijakan hukum terhadap Notaris sebagai saksi dan alat bukti akta otentik yang dibuatnya 

berbasis nilai keadilan? 

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah socio legal dengan tradisi penelitian 

kualitatif, dengan menggunakan paradigma constructivism. Pembahasan dilakukan secara 

komprehensif dengan menggunakan pendekatan hukum progresif pada pencapaian keadilan 

sosial. 

Hasil penelitian: dalam praktik ditemukan kenyataan bahwa suatu tindakan hukum atau 

pelanggaran yang dilakukan Notaris terkait akta otentik yang dibuatnya dikualifikasikan 

sebagai suatu tindak pidana.Fakta dalam praktik ditemukan kenyataan bahwa suatu tindakan 

hukum atau pelanggaran yang dilakukan Notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi 

administrasi atau perdata atau kode etik jabatan Notaris, tapi kemudian ditarik atau 

dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris. Skema hukum 

pidana dengan hukum perdata dan administrasi negara tidak akan saling menyilang atau 

operlap. Terdapat penolakan oleh ahli hukum jika un-profesional dimasukan dalam skema 

pelanggaran pidana. Un-profesional lebih tepat masuk dalam ranah pelanggaran kode etik 

profesi. Faktor yang menghambat penegakan hukum yaitu faktor hukum dan penegak 

hukum, bias antara faktor pidana dan perdata, faktor sarana dan fasiliatas penegakan hukum 

serta faktor masyarakat dan budaya, dan hambatan lain yaitu hambatan organisatoris, 

personal, operasional dan managerial, rekonstruksi konstruksi ideal kebijakan hukum 

terhadap notaris sebagai saksi dan alat bukti akta otentik yang dibuatnya berbasis nilai 

keadilan. 

Rekomendasi: Negara melalui Kementerian Hukum dan HAM harus berani melakukan 

perubahan konsep ideal Notaris dengan memberikan hak-hak Notaris selayaknya pejabat 

publik atau pejabat yang menjalankan tugas negara. Sehingga ketentuan Pasal 15, 16 dan 17 

UUJN dan peraturan lain yang terkait, perlu dilakukan peninjauan ulang dan perlu dilakukan 

rule breaking. 

 

Kata Kunci: Notaris, Penegakan Hukum dan Alat Bukti Otentik. 



vii  

 

 
 

ABSTRACT 

The background for the writing of this dissertation is based on whether there is a balance 

between rights and obligations in the duties of the notary's authority, in law enforcement in the realm 

of notary there is a shift in evidence from authentic evidence (letters) deliberately shifted by law 

enforcers to become evidence of testimony. The policy of authentic evidence as absolute evidence 

against law enforcers is clearly regulated in Articles 164 HIR, 284 RGB and 1866-1875 Civil Society, 

as well as recognizing the existence of the probatio plane principle (herarchy in civil legal evidence), 

which is different in criminal law which recognizes the principle of vrije bewijs (free proof), Article 

1870 of the Civil Code which stipulates that an authentic deed provides between the parties and their 

heirs or people who get rights from them, a perfect proof of what is contained in it. 

The problem in this research is why the legal policy towards notaries as witnesses and authentic 

deed evidence that they make is not based on the value of justice? What are the barriers to legal 

protection for Notaries in implementing legal policies on the current authentic deed making authority? 

What is the ideal construction of legal policies for notaries as witnesses and evidence of authentic 

deeds which they make based on the value of justice? 

The approach method in this research is socio legal with the tradition of qualitative research, 

using the constructivism paradigm. The discussion is carried out comprehensively using a progressive 

legal approach to achieving social justice. 

Research results: in practice it is found that a legal action or violation committed by a notary 

related to an authentic deed qualifies as a criminal act. In practice, it is found that a legal action or 

violation committed by a notary can actually be subject to administrative or civil sanctions or codes. 

ethics of a notary's office, but later withdrawn or qualified as a criminal act committed by a notary. 

Criminal law schemes with civil law and state administration will not cross or operate. There is a 

refusal by legal experts if un-professional is included in the criminal offense scheme. Un-professional 

is more appropriately included in the realm of violation of professional code of ethics. Factors that 

hinder law enforcement, namely legal and law enforcement factors, bias between criminal and civil 

factors, facilities and facilities for law enforcement as well as community and cultural factors, and 

other obstacles, namely organizational, personal, operational and managerial barriers, Reconstruction 

of Ideal Construction of Legal Policy Against Notary as a witness and authentic deed evidence that 

he makes based on the values of justice. 

Recommendation: The state, through the Ministry of Law and Human Rights, must have the 

courage to change the ideal concept of a Notary by granting Notary rights as public officials or 

officials who carry out state duties. So that the provisions of Articles 15, 16 and 17 of UUJN and 

other related regulations, need to be reviewed and a rule breaking is necessary. 

Keywords: Notary, Law Enforcement and Authentic Evidence. 


	Oleh : SUGENG BUDIMAN
	PERNYATAAN
	ABSTRAK
	Kata Kunci: Notaris, Penegakan Hukum dan Alat Bukti Otentik.
	RINGKASAN DISERTASI
	B. Rumusan Masalah
	C. Metode Penelitian
	2. Jenis Penelitian
	3. Pendekatan Penelitian
	4. Sumber Data Penelitian
	5. Teknik Pengumpulan Data
	6. Teknik Analisis Data
	7. Tehnik Pengecekan Validasi Data
	D. Simpulan
	2. Hambatan Perlindungan Hukum terhadap Notaris dalam Menjalankan Tugas Kewenangan Pembuatan Akta Otentik Saat Ini
	3. Rekonstruksi Konstruksi Ideal Kebijakan Hukum Terhadap Notaris Sebagai Saksi Dan Alat Bukti Akta Otentik Yang Dibuatnya Berbasis Nilai Keadilan Konstruksi yang diusulkan sebagai berikut:
	E. Implikasi
	2. Praktis yaitu sebagai:
	F. Rekomendasi:
	SUMMARY OF DISSERTATION
	B. Problem Formulation
	C. Methodology
	2. Type of Research
	3. Research Approach
	4. Research Data Sources
	5. Data Collection Technique
	6. Data Analysis Technique
	Model: Interactive Model for Qualitative Data Analysis
	7. Data Validation
	D. CONCLUSION
	2. Barriers to Legal Protection for Notaries in Carrying Out Current Authorities for Making Authentic Deeds
	3. Reconstruction of the Ideal Construction of Legal Policies Against Notaries as Witnesses and Evidence of Authentic Deeds That Are Made Based on the Value of Construction Justice proposed as follows:
	E. STUDY IMPLICATION
	2. Practical, namely as:
	F. RECOMMENDATION
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	DAFTAR PUSTAKA
	DAFTAR RAGAAN
	GLOSSARY
	BAB I PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang
	B. Permasalahan
	C. Tujuan Penelitian
	D. Kegunaan Penelitian
	1. Secara Teoretis
	2. Secara Praktis
	E. Kerangka Konseptual
	Ragaan 1: Kerangka Konseptual Rekonstruksi Kebijakan Hukum Terhadap Notaris Sebagai Saksi dan Alat Bukti Akta
	1. Rekonstruksi
	2. Kebijakan Hukum
	3. Definisi Saksi dalam Hukum Acara Pidana dan Perdata
	1) Dalam keadaan tertentu kewajiban hukumnya tidak bersifat imperatif (keharusan).25
	a) Saksi tidak relevan meneguhkan dalil atau bantahan
	b) Saksi berdomisili di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri yang memeriksa
	c) Menjadi saksi kewajiban hukum secara imperatif27
	4. Notaris dan Akta Otentik sebagai Alat Bukti yang Sempurna
	5. Pembangunan Sistem Hukum Indonesia Berparadigma Pancasila
	6. Basis Nilai Keadilan
	F. Kerangka Teoretik
	Ragaan 2: Kerangka Teoritik Disertasi (Titik Acuan Teori Alur Disertasi)
	Ragaan 3: Kerangka Pemikiran Disertasi
	H. METODE PENELITIAN
	2. Jenis Penelitian (1)
	3. Pendekatan Penelitian (1)
	4. Sumber Data Penelitian (1)
	5. Teknik Pengumpulan Data (1)
	6. Teknik Analisis Data (1)
	Ragaan 4: Model Interaktif Analisis Data Kualitatif
	7. Tehnik Pengecekan Validasi Data (1)
	I. Sistematika Penulisan
	J. Orisinalitas Penelitian
	BAB II TINJAUAN PUSTAKA
	B. Kebijakan Publik dan Kebijakan Penegakan Hukum
	C. Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia.
	D. Perbandingan Nilai Dasar Hukum (Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum)
	Gambar Ragaan 6:108
	Ragaan: Triangular Concept Of Legal Pluralism
	1. The Triangle of Society Concept
	2. The Triangle of State
	3. The Triangle of Natural Law and Its Pluralistic

	E. Konsep Kebijakan Hukum dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional (PSHNI)116
	F. Kebijakan Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Kajian Interaksionalis Simbolik dan Bekerjanya Hukum
	Ragaan 8: Model Bekerjanya Hukum (Chambliss-Seidman)
	BAB III
	KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP NOTARIS SEBAGAI SAKSI DAN ALAT BUKTI AKTA OTENTIK YANG DIBUATNYA BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN
	1. Notaris pada Jaman Romawi
	2. Perancis dan Jerman
	3. Sejarah Notaris di Inggris
	4. Sejarah Notaris di Spanyol
	5. Sejarah Notaris dalam Al-Quran
	6. Sejarah Notaris di Indonesia
	B. Pengingkaran Kebijakan Hukum terhadap Notaris sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Alat Bukti Otentik Atas Akta yang Dibuatnya
	C. Perilaku Individu dalam Masyarakat dan Pejabat Penegak Hukum atas Kebijakan Hukum terhadap Saksi Notaris dan Alat Bukti Akta Otentik yang Sempurna.
	D. Implementasi Kebijikan Hukum terhadap Notaris sebagai Saksi dan Alat Bukti Otentik Ditinjau dari Nilai-Nilai Pancasila
	BAB IV
	1. Pertama; Faktor hukumnya itu sendiri.
	2. Kedua; Faktor penegak hukumnya.
	3. Ketiga; Faktor Hukum Pidana dan Hukum Perdata
	4. Keempat, faktor sarana dan fasilitas.
	B. Hambatan yang Dihadapi Notaris dalam Menjalankan Tugas dan Kewenangan Jataban Profesi Notaris sebagai Pejabat Publik
	1. Organisasi
	2. Operasional
	3. Personal dan Manajerial
	C. Tarik Ulur Berbagai Kepentingan yang terjadi sebagai Koreksi terhadap Hambatan dan Kelemahan Sistem Kebijakan Tugas dan Kewenangan Lembaga Penegak Hukum
	D. Ketentuan Dan Prosedur Penegakan Hukum Pidana Terhadap Notaris
	D. Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sebagai Objek Pengadilan Tata Usaha Negara
	BAB V
	a. Kekuatan pembuktian lahir
	b. Kekuatan pembuktian formil
	c. Kekuatan pembuktian materiil
	B. Konstruksi Ideal Kebijakan Hukum terhadap Notaris sebagai Saksi dan Alat Bukti Akta Otentik yang Dibuatnya Berbasis Nilai Keadilan
	PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI:22
	C.  Konstruksi Ideal dan Kondisi Existing Pengaturan Notaris dalam Pemahaman Hukum Perdata dan Hukum Pidana
	1. Konstruksi Ideal Notaris dalam Pengaturan Hukum Perdata
	2. Kondisi Existing Notaris dalam Perkara Perdata Menjadi Perkara Pidana
	3. Pemahaman Ideal Penipuan dalam KUHP
	4. Kondisi Existing dalam Penipuan atau Wanprestasi
	5. Kondisi Existing Kasus Perdata yang Menjadi Pidana Penggelapan
	6. Rahasia Jabatan Notaris dan Pengecualiannya
	7. Notaris dalam Upaya Hukum Pra Peradilan.
	D. Konstruksi Kebijakan Hukum Terhadap Notaris sebagai Saksi dan Alat Bukti Otentik (Sempurna dan Mutlak) berbasis Nilai Keadilan, pada Temuan Konsep Penyidikan Terbuka Terbatas, Asas Otentisitas Mutlak, Asas Unsur Private dan Asas Perlindungan Profes...
	1) Basis Nilai yang diharapkan adalah:
	2) Konsep Hukum dan Asas hukum yang ingin diterapkan adalah:
	4) Kelembagaan:
	5) Teknis operasionalnya:
	BAB VI PENUTUP
	A. Simpulan
	2. Hambatan Perlindungan Hukum terhadap Notaris dalam Menjalankan Tugas Kewenangan Pembuatan Akta Otentik Saat Ini (1)
	-Hambatan lain, yang Dihadapi Notaris dalam Menjalankan Tugas dan Kewenangan Jataban Profesi Notaris sebagai Pejabat Publik.
	3. Rekonstruksi Konstruksi Ideal Kebijakan Hukum Terhadap Notaris Sebagai Saksi Dan Alat Bukti Akta Otentik Yang Dibuatnya Berbasis Nilai Keadilan
	1) Basis Nilai yang diharapkan adalah: (1)
	2) Konsep Hukum dan Asas hukum yang ingin diterapkan adalah: (1)
	4) Kelembagaan: (1)
	5) Teknis operasionalnya: (1)
	B. Implikasi
	2. Praktis yaitu sebagai: (1)
	C. Rekomendasi:
	B. Jurnal, Tulisan Ilmiah, dan Makalah
	C. Peraturan Perundang-undangan
	D. Media Elektronik
	E. Hasil Wawancara Nara Sumber:

